
LEMBARAN DAERAH 
DJAWA- TENGAH 

Seri A 1970 Nr 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH 
No. 6 tahun 1969

Dengan Raehmat Tuhan jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG 
PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan daerah jang berikut:

Peraturan Daerah tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan 
anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong 
Rojong Propinsi Djawa Tengah.

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan:
a. D.P.R.D. ialah D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa-Te­ngah;
b. Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. ialah Ketua dan Wakil Ketua 

D.P.D.D.-G.R. Propinsi Djawa-Tengah;
e. Anggota D.P.R.D. ialah anggota D.P.R.D.-G.R. Propinsi Djawa-Te­

ngah;
d. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi 

Djawa-Tengah;
e. Uang sidang ialah uang jang dihajarkan kepada anggota D.P.R.D. 

untuk tiap kali menghadiri rapat jang sjah;
f. Uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang 

diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai Ketua dan Wakil 
Ketua D.P.R.D.;
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g. Uang representasi 'alah tuaadaagpa txidn-n tetap berupa uang jamg 
diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D. ber­
hubung dengan kdauaukanaja

Pgsal Z

(1) . Tanggai mulai memangku djgbgtaa Ketua, Wakil Ketua dan 
anggota D.P.R.D j-lah tanggai mereka mengangkat sumpah atau mengu 
tjapknn djnndji pndn pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota 
DR.D.D.

(2) . Saat berhenti memangku djabptpa Ketua, Wakil Ketua dnn 
anggota D.P.R.D. inlnh tanggai mereka menjatakan berhenti ntau diberhen­
tikan dari djabataanja dnn sebagai anggota gtau meninggal dunia.

Bnb U

UANG SIDANG

. Pasal 3,

(1) Uang sidang ditetapkan sebesar Rp. 300,- (tiga rgtus rupiah).

(2) Uang sidang dibajar kepada anggota D.P.R.D., jang menghadiri 
tiap-tiap rppat D.P.R.D. jang sah dengan ketentuan bahwa untuk satu hnri 
satu mainm bpajg dibajarkan tidak lebih d-ri 2 (dua) kgli djumlah tersebut 
dalam ajat (1).

Pasal 4.

Kepada Ketua dnn Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan uang sidang 
untuk rapat jang dipimpinnya atau aibpairiaja(

Pasal 5.

(1) Rppgt-rgpat jnng sah dari seksi, panitia dnn lain sebagainja jang 
dibentak oleh D.P.RD dipandang sebagai rppnt-rppgt D.P.R.D. dan ter- 
bpagaajg berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam p-snl 3 pj-t (1) dnn 
(2dtpdraturpa - daerah ini

(2) Anggota Seksi panitia dnn lain sebagainja dimaksud dalam ajnt 
(1) jnng bukan anggota D.P.R.D. mendapat unng sidang jnng samn djum- 
lphajp dengan anggota D.P.R.D.
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(3) U^ntikc rapat-rapat dimaksud dalli^n ajat (1) diatasi, dibajarkan
tidak lebih dari 2 (dua) kali uaag sidang dalam satu hari satu malam.

Bab III.

UANG KEHORMATAN KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.

Pasal 6.

(1) Uang kehormatan ditetapkan bagi:
a. Ketua D.P.R.D. sebanjak Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebanjak Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus 

rupiah)
(2) Diatas djumlah jang ditetapkan pada ajat (1), diatas, kepada 

Ketua daa Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan lagi tuedjannan- tuadrg- 
ngan lainnja.

Bab IV.

UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA

DAN ANGGOTA D.P.RID.

Pasal 7.

Disampiag penghasilan dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 6 Peraturan- 
Daerah ini tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi:
1. Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Anggota D.P.R.D. sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Pasal 8.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah, anggota Angkatan Bdrsdndratg RJ. 
jaag diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak dibenarkan 
menerima penghasilan rangkap.

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua • D.P.R.D. 
sebulana^ kurang dari pada gadji pada waktu jang bersangkutan aktip 
sebagai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau anggota Angkatan Ber- 
sdndjata R.I. maka ia menerima tambahan selisihaja.
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Pasal 10.

Kepada anggota D.P.R.D. jang melakukan perdjalanan diberikan uang 
perdjalanan dan uang ' penginapan, jang harus dipertanggung-djawabkan 
sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai. Negeri. 
/ Daerah golongan I.

Bab V

UANG PENGGANTIAN BEAJA BEROBAT

Pasal 11

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. serta keluarganja 
diberikan penggantian beaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dok­
ter.

(2) Pelaksanaan ketentuan ajat (1) diatas diatur lebih landjut oleh 
Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 
122 . tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, tjara pemotongan dan 
penjetoran atas potongan wadjib sebesar 10 % dari gadji pokok pegawai 
Negeri.

(3) Kepada anggota D.P.R.D. jang sedang melakukan sidang atau 
penindjauan dinas D.P.R.D. diberikan penggantian beaja pemeriksaan, pe­
ngobatan dan perawatan dokter, jang tjara pelaksanaanja diatur lebih 
landjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12.

(1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia 
kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan 
uang kehormatan bersih, apabila jang bersangkutan meninggal dunia dalam 
dan . atau karena mendjalankan tugas diberikan tundjangan kematian 
sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

(2) Bagi anggota D.P.R.D. jang meninggal dunia dalam dan atau 
karena mendjalankan tugas, diberikan tundjangan kematian, - jang. pelak­
sanaannja ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13.

(1). Pengangkatan djenazah Ketua dan Wakil Ketua jang merongga. 
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dunia'dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehen­
daki ahli warisnja ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(2). - - Pengangkutan djenazah anggota D.P.R.D. raan meninggal 
dunia dalam . dan ' . atau karena meadjalankan tugas, ketempat kediaman 
semula ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Bab - VI.

Tanda penghargaan.

Pasal 14.

(1) . Kepada Ketua ' dan Wakil Ketua D.P.R.D. pada aehir ddabatan- 
nja atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari djgbgtgnnjg atau 
meninggal ' dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap 6 
(enam) bulan memangku drabatannja sedialah l(satu) kali uang kehor­
matan bersih dengan $dbaejae-bgnyae^jg 6 (enam) kali uang kehormatan - 
bersih.

(2) . Kepada- anggota DP.R.D. pada aehir masa drabgtannrg atau 
pada waktu dipdrhdnaikgn dengan hormat dari djabgagenra atau meHagmal 
dunia diberi uang- tanda- peenha^;aat 'sekaligus untuk ' tiap-tiap 6 (enam) 
bulan ' memangku drabgtannja - se^juim^;^!^. 1 (satu)- kafi uang representasi 
dengan sdbgnjae-bgnjgeara 6 (enam), kali uang . representasi.

(3) . Masa memangku djgbgagH jaag kurang dari 6 (ceam|bralan 
dibulatkan ' diatas ^n^jadi 6 bulan penuh.

'Bab 711

KETENTUAN PENUTUR

Pasal 15.

Segala akibat keuangan karena - ketentuan-ketentuan dalam peraturan 
daerah ini mdndrgdi beban Pemerintah Daerah.

Pasal - - 16.

Dengan berlakunja peraturan daerah ini maka tidak berlaku lagp: . . . 
a. . keputusan Dewan Perwakilan. Rakjat Daerah Gotoag-Rojoag Propinsi

Djawa-Teanar 'tanggal 9 Desember - -1966 No. 36 / DPRD-GR / 66 
tentang pemberian tambahan uang harian (iaeeative). . , .
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b. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong Propinsi 
Djawa-Tengah tgl. 1 Mei 1968 No 21 / II / DERD-GR /68 tentang 
pemberian uang kendaraan lokaal.

Pasal 17.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuni 1969.

Semarang, 5 Djuni 1969.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
GOTONG ROJONG 

PROPINSI DJAWA-TENGAH;
Wakil Ketua,

t.t.d.

S O E M A RIO

GUBERNUR KEPALA DAERAH 
PROPINSI DJAWA TENGAH,

t.t.d.

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 4 Pebruari 1970. 
sekretaris Daerah,

t.t.d.

M.S. DJOENAEDI S.H.

Peraturan daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 79 ajat (1) U.U No. UI 
tahun 1965.
Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah Seri A No. 1 tahun 
1970.
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